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ABSTRACT 

This research examines the implementation of Electronic Mortgage Rights 

Services (HT-el) and Electronic Roya Services (Roya-el) at the Land Office of 

Bantul Regency. HT-el and Roya-el are part of the digital transformation of land 

administration services aimed at improving legal certainty, service speed, and 

accessibility. However, their implementation still faces regulatory and technical-

operational challenges. This study aims to analyze the potential for 

inconsistencies between basic and technical regulations, identify weaknesses in 

service implementation, and formulate strategies to strengthen HT-el and Roya-el 

services in the future. 

This research uses a qualitative method with empiricial juridical 

approach. Data were collected through regulatory document studies, interviews, 

observations, and questionnaires involving the Land Office, Land Deed Officials 

(PPAT), banks, community members, and academics. The data were analyzed 

using content analysis to examine normative issues and descriptive qualitative 

analysis to identify implementation weaknesses in the field. 

The results show that regulatory inconsistency is not found in the form of 

direct normative conflict, but rather as an implementative inconsistency between 

basic land regulations and technical regulations for electronic services. This 

inconsistency appears in three aspects: document submission, service issuance 

time, and the division of responsibilities among the parties involved. The 

weaknesses in HT-el and Roya-el implementation are more dominant in technical-

operational aspects, including workload pressure, complaint response, technical 

training, consistency in rule application, system disruptions, data validation, 

inter-actor coordination, and transparency in file correction. The strengthening 

strategy is directed into two approaches: normative strengthening and 

implementation strengthening. Normative strengthening focuses on clarifying 

electronic document standards, the basis for service issuance, and the division of 

responsibilities among parties. Meanwhile, implementation strengthening focuses 

on improving organizational capacity, human resources, regulatory application, 

information technology and databases, and business processes. 

Keywords: HT-el, Roya-el, electronic land services, legal certainty, Land Office 

of Bantul Regency. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi digital saat ini telah menyebar secara pesat di seluruh penjuru 

dunia (Segara dan Nasution, 2025). Indonesia merupakan salah satu negara yang 

mengikuti perkembangan teknologi. Terbukti bahwa pada tahun 2018-2022 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet mencatat adanya kenaikan pengguna internet 

di Indonesia yaitu dari 64,80% sampai dengan 77,02 % (Dewi dan Prianthar, 

2023). Persentase tersebut menunjukkan bahwa benar jika Indonesia turut hadir 

dalam perkembangan teknologi. Pemerintah Indonesia memanfaatkan 

perkembangan teknologi dengan mendorong transformasi digital secara penuh 

untuk pelayanan publik. Transformasi digital yang dilakukan pemerintah menjadi 

solusi terbaik dalam menunjang perkembangan teknologi (Putri, 2024). Banyak 

perubahan pelayanan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari yang awalnya 

manual ke elektronik, salah satunya di sektor pertanahan. Perubahan dari manual 

ke elektronik atau kegiatan digitalisasi ini tidak lepas dari tantangan struktural dan 

teknis yang ada di lapangan (Santoso Puji Ahmad, 2025). Maka dari itu, hal 

tersebut justru itu menjadi ujian nyata bagi implementasi kebijakan digitalisasi. 

Reformasi birokrasi sebagai kerangka utama dalam transformasi digital di 

Indonesia. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui 

modernisasi prosedur, peningkatan akuntabilitas, serta efisiensi operasional. 

Secara konseptual, reformasi birokrasi merupakan proses transformasi tata kelola 

pemerintahan yang menitikberatkan pada perbaikan sistem, budaya organisasi, 

dan kapasitas aparatur (Radiansyah, 2020; Rohman dan Kurniawan, 2023; 

Yusriadi, 2023). Berbagai penelitian menyoroti pentingnya integrasi reformasi 

birokrasi dengan inovasi serta perbaikan tata kelola, yang membutuhkan 

komitmen institusional dan budaya kerja yang mendorong perubahan 

berkelanjutan (Lolytasari dan Rianti, 2022; Prasetya, 2019). Khususnya dalam 

sektor layanan pertanahan, reformasi birokrasi mendorong penerapan praktik 

digital untuk mempercepat proses, mengurangi tumpang tindih dalam tata kelola, 

mengurangi adanya praktik pungutan liar dan memperkuat akuntabilitas melalui 
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transparansi dalam langkah-langkah administrasi hukum tanah (Pripoaie dkk., 

2024). 

Transformasi digital dalam pelayanan publik merespons terhadap 

kebutuhan untuk mempercepat proses birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, serta 

memperkuat transparansi informasi. Perubahan sistem pelayanan dari manual ke 

elektronik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga 

menyangkut perubahan tata kelola pelayanan agar lebih efektif, efisien, dan 

mudah diakses oleh masyarakat. Transisi dari sistem manual ke elektronik dapat 

meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan praktik korupsi atau pungutan 

liar melalui peningkatan transparansi prosedur serta biaya layanan (Elsa Farista 

dkk., 2025; Murti dkk., 2025). Di Indonesia, reformasi birokrasi mendorong 

digitalisasi dalam  pelayanan publik khususnya pada Kementerian ATR/BPN.  

Kementerian ATR/BPN menerapkan transformasi digital untuk 

mendukung reformasi birokrasi dan merespons temuan empiris terkait pelayanan 

publik di kantor-kantor pertanahan. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 

tahun 2017, Kementerian ATR/BPN dikategorikan sebagai salah satu kementerian 

atau lembaga dengan risiko tinggi terjadinya suap. Selain itu dilihat dari Survei 

Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa hampir 50% responden dari 

layanan pertanahan melaporkan pengalaman berinteraksi dengan calo selama 

proses pendaftaran tanah, serta teridentifikasi indikasi kuat konflik kepentingan 

dalam birokrasi layanan tersebut. Data yang dirilis oleh Indonesia Corruption 

Watch (ICW) pada tahun 2020 menempatkan sektor pertanahan sebagai urutan 

ketiga sektor paling korup di Indonesia, yang menegaskan bahwa layanan 

pertanahan tetap menjadi titik rawan korupsi yang memerlukan perbaikan melalui 

instrumen kebijakan publik serta inovasi digital (KPK, 2021). Selain itu dalam 

laporan triwulan Ombudsman tahun 2025, Kementerian ATR/BPN menempati 

posisi 2 terbesar sebanyak 447 laporan dari total 2945 laporan keseluruhan 

(Ombudsman, 2025). 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan layanan pada 

Kementerian ATR/BPN memiliki 67 layanan. Selama 15 tahun peraturan itu 
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ditetapkan saat ini layanan yang sudah bertransformasi ke elektronik yaitu 

pengecekan sertipikat, SKPT, Hak Tanggungan elektronik, roya elektronik, 

peralihan hak, pendaftaran surat keputusan, perubahan hak, serta penerbitan 

sertipikat elektronik. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 

440/SK-HR.02/III/2023 tentang tujuh layanan prioritas. Dari beberapa layanan 

elektronik tersebut, Hak Tanggungan Elektronik dan Roya Elektronik menjadi 

salah satu layanan yang aksesnya tinggi (ATR/BPN, 2025). Layanan  Hak 

Tanggungan Elektronik (HT-el) dan Roya Elektronik (Roya-el) ini dilaksanakan 

sesuai dengan arahan Menteri yang tertuang dalam Permen ATR/KBPN Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik. 

Dalam pelaksanaannya pelayanan Hak Tanggungan Elektronik dan Roya 

Elektronik diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020. 

Ketentuan ini mengacu pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Beserta Benda- Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Peralihan 

ini didasarkan pada pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, dengan 

kepastian hukum yang diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya (Arkisman dan Lafitri, 2020; 

Intansari dan Ratna, 2023).  

Dalam pelaksanaannya, layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) dan 

Roya Elektronik (Roya-el) melibatkan Kantor Pertanahan, PPAT, Bank, dan 

Masyarakat. Kantor pertanahan sebagai penyelenggara layanan dan sebagai 

intansi dalam menerbitkan HT-el. Kemudian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

berperan sebagai mitra yang mengajukan permohonan dan membuat APHT yang 

akan dimohonkan ke kantor pertanahan. Pihak perbankan atau kreditur sebagai 

pemegang hak tanggungan serta masyarakat sebagai pengguna akhir layanan. 

Peran aktor dalam pelaksanaan HT-el dan Roya-el diatur dalam Peraturan Menteri 

ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis Nomor 2 Tahun 2020. 

Sebagai bagian dari pelayanan publik di sektor pertanahan, HT-el dan 

Roya-el menjadi indikator kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam aspek kepastian hukum, kecepatan, 

kemudahan pelayanan. Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) dan Roya 

Elektronik (Roya-el) tidak lepas dari asas-asas pendaftaran tanah. Dalam PP 24 

https://www.google.com/search?q=Keputusan+Menteri+ATR%2FBPN+Nomor+440%2FSK-HR.02%2FIII%2F2023&sca_esv=e3b91cf287ef2e46&sxsrf=AE3TifNcJN95N83lxUvL5w23fWJC3HAblw%3A1767624074602&ei=is1bafm3JPjgseMP5eqIuAU&ved=2ahUKEwiN69KO0fSRAxUBRmcHHcxGAWoQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=7+layanan+priorotas+berdasarkan+apa&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiIzcgbGF5YW5hbiBwcmlvcm90YXMgYmVyZGFzYXJrYW4gYXBhMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKSLczULocWLQxcAF4AZABAJgBtgSgAaUSqgELMC4yLjQuMC4xLjG4AQPIAQD4AQGYAgmgAuwSwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICBxAjGLACGCfCAgcQABiABBgNwgIGEAAYFhgewgIIEAAYFhgKGB7CAgYQABgNGB7CAggQABgFGA0YHpgDAOIDBRIBMSBAiAYBkAYIkgcJMS4yLjMuMS4yoAeOMbIHCTAuMi4zLjEuMrgH4BLCBwcwLjUuMS4zyAcsgAgA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAR96d8UZwWI3fjbNhlRNwHto4GdiXtFlA3rThPOjyYXGF5V4bp097ag0eVs7q1iCBAtfbUCL54Go6Sxd5f2XswEhmLZ4EJS_RL38SasOWZ8keZfJGazc4m_WWnEZQGt1chVJnLRWKpD-lH3wx6RsBHYcNVh4rLetbft1l-UM29k5VC8bckde9fMLga3oGuB65vfXFKwACYmPa2Rw5IQg1p-oLKAwr8BUeyFIfzR_Gr6T9PG9ztA-JKjVvykGVoA2valRTdmKMiepxym8k3NX9L&csui=3
https://www.google.com/search?q=Keputusan+Menteri+ATR%2FBPN+Nomor+440%2FSK-HR.02%2FIII%2F2023&sca_esv=e3b91cf287ef2e46&sxsrf=AE3TifNcJN95N83lxUvL5w23fWJC3HAblw%3A1767624074602&ei=is1bafm3JPjgseMP5eqIuAU&ved=2ahUKEwiN69KO0fSRAxUBRmcHHcxGAWoQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=7+layanan+priorotas+berdasarkan+apa&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiIzcgbGF5YW5hbiBwcmlvcm90YXMgYmVyZGFzYXJrYW4gYXBhMgcQIRigARgKMgcQIRigARgKSLczULocWLQxcAF4AZABAJgBtgSgAaUSqgELMC4yLjQuMC4xLjG4AQPIAQD4AQGYAgmgAuwSwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICBxAjGLACGCfCAgcQABiABBgNwgIGEAAYFhgewgIIEAAYFhgKGB7CAgYQABgNGB7CAggQABgFGA0YHpgDAOIDBRIBMSBAiAYBkAYIkgcJMS4yLjMuMS4yoAeOMbIHCTAuMi4zLjEuMrgH4BLCBwcwLjUuMS4zyAcsgAgA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfAR96d8UZwWI3fjbNhlRNwHto4GdiXtFlA3rThPOjyYXGF5V4bp097ag0eVs7q1iCBAtfbUCL54Go6Sxd5f2XswEhmLZ4EJS_RL38SasOWZ8keZfJGazc4m_WWnEZQGt1chVJnLRWKpD-lH3wx6RsBHYcNVh4rLetbft1l-UM29k5VC8bckde9fMLga3oGuB65vfXFKwACYmPa2Rw5IQg1p-oLKAwr8BUeyFIfzR_Gr6T9PG9ztA-JKjVvykGVoA2valRTdmKMiepxym8k3NX9L&csui=3
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Tahun 1997 Pasal 2 menjelaskan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan 

berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Azas-Azas 

tersebut menjadi syarat utama dalam keberhasilan pelayanan publik. Pelaksanaan 

asas-asas tersebut menjadi semakin penting karena adanya temuan praktik 

pungutan liar dalam layanan Hak Tanggungan Elektronik dan Roya Elektronik 

(KPK, 2022). Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2022 

menyatakan bahwa biaya dukungan atau biaya tidak resmi untuk proses Roya 

(penghapusan Hak Tanggungan) sebesar Rp. 200.000 per HT. Seharusnya biaya 

resmi sesuai dengan PNBP hanya sebesar Rp.50.000 saja. Selain itu untuk biaya 

yang tidak resmi untuk Hak Tanggungan sebesar Rp. 250.000 untuk setiap nilai 

hak tanggungan. Biaya yang tinggi ini secara langsung menunjukkan bahwa asas 

terbuka dalam pelayanan HT-el dan Roya-El belum diterapkan.  

Dalam konteks pelayanan elektronik, UU ITE berperan sebagai dasar 

pengakuan terhadap keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik 

yang digunakan dalam proses layanan HT-el. Dengan demikian, UU ITE tidak 

mengatur prosedur teknis HT-el secara langsung, tetapi memperkuat legitimasi 

hukum penggunaan dokumen elektronik dalam pelayanan pertanahan elektronik. 

Adapun prosedur teknis HT-el diatur dalam Permen ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 

2020 dan Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020, yang mencakup 

permohonan secara elektronik, pengiriman dokumen digital, verifikasi daring, 

penandatanganan elektronik, serta penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan 

Elektronik (SHT-el). Namun, menurut Pratiwi dkk. (2023) dalam penelitian 

tentang efektivitas hak tanggungan elektronik dan roya elektronik ditemukan 

bahwa di Kantor Pertanahan Kota Makassar sebanyak 55.33% menilai kurang 

efektif, sebanyak 13.34 menilai tidak efektif, dan 33,33% telah efektif.  

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Hak 

Tanggungan Elektronik dan Roya Elektronik masih ada kendala. Gangguan server 

yang sering terjadi menunjukkan bahwa asas mutakhir belum terlaksana dengan 

baik.  Selain itu ketika ada berkas-berkas yang salah namun pemberitahuan 

kepada PPAT/Bank pada hari ke 5 sedangkan waktu yang diberikan hanya 7 hari 

setelah pendaftaran, maka dari itu pendaftaran dibatalkan dan harus melakukan 

permohonan ulang. Ketika permohonan ulang otomatis pemohon perlu melakukan 
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pembayaran PNBP, karena PNBP yang sudah dibatalkan dianggap hangus. 

Mekanisme pengembalian PNBP yang tertuang dalam Juknis No. 2/Juknis- 

400.HR.02/IV/2020 hanya dapat diajukan ketika hak tanggungan batal karena 

keadaan memaksa (force majeure) (Pratiwi dkk, 2023). Hal itu menandakan tidak 

tercapainya asas sederhana dan asas terjangkau. Selain itu menurut Fenti (2021) 

terdapat berkas yang belum sesuai namun pada hari ke 7 secara otomatis sertipikat 

itu terbit. Hal ini dapat menyebabkan celah ketika ada permasalahan ke depannya 

dan berdampak pada asas aman. Menurut Prasetyo dan Supriyo (2025) bahwa 

proses layanan yang belum terintegrasi secara digital sering membuka peluang 

terjadinya pungutan liar dan praktik mafia tanah. Selain itu, dalam penelitian 

lainnya Putri dan Putri (2024) menegaskan bahwa transisi ke layanan digital 

merupakan langkah penting dalam meminimalisir tatap muka antara pemohon dan 

petugas pertanahan, serta mengatasi praktik gratifikasi dalam layanan manajemen 

pertanahan. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Pangestika 

dan Anindita (2025) di Bantul menemukan bahwa adanya hambatan dalam 

pelaksanaan HT-el berupa gangguan server dan keterlambatan pemberitahuan 

dalam koreksi berkas. Hal tersebut menyebabkan PPAT telat dalam 

menindaklanjuti kesalahan berkas. Sejalan dengan penelitian Nauseny (2025) di 

Bantul yang membahas bahwa layanan HT-el yang seharusnya dapat selesai dalam 

waktu satu hari, namun dalam praktiknya sering mengalami keterlambatan hingga 

tujuh hari. Keterlambatan ini terjadi akibat keterbatasan sumber daya manusia, 

jaringan yang tidak stabil dan gangguan pada server. Selain itu dari faktor 

eksternal berupa lambatnya respons dari kreditur dan ketidaklengkapan dokumen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zaelani (2022) menjelaskan pelaksanaan HT-el 

dan tantangan hukumnya di Kabupaten Karanganyar. Tantangannya yaitu 

kekurangan regulasi teknis, struktural seperti SDM dan anggaran, serta minim 

sosialisasi sehingga minat masyarakat rendah. Sebagian besar penelitian tersebut 

belum mengkaji implementasi HT-el dan Roya-el secara komprehensif melalui 

perspektif pelayanan publik.  

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi untuk 

mengulas implementasi HT-el dan Roya-el dalam praktik pelayanan publik seiring 
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dengan perkembangan teknologi informasi. Berbagai temuan empiris menjelaskan 

bahwa meskipun pelaksanaan HT-el dan Roya-el sudah menerapkan sistem 

elektronik namun dalam kenyataannya masih ada kendala yang mempengaruhi 

konsistensi pelayanan. Oleh karena itu diperlukan untuk mengkaji secara 

mendalam implementasi HT-el dan Roya-el sebagai bagian dari pelayanan publik. 

Hal ini berguna untuk memperoleh gambaran secara faktual tentang 

pelaksanaannya dan untuk mengidentifikasi perbaikan pada masa mendatang. 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk Kementerian ATR/BPN, pihak PPAT, Bank 

dan masyarakat dalam pelayanan HT-el dan Roya- el. Maka dari itu peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pelayanan Hak 

Tanggungan Elektronik dan Roya Elektronik di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bantul”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi ketidaksinkronan antara regulasi dasar dan regulasi teknis 

pelaksanaan mempengaruhi kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan 

Hak Tanggungan Elektronik dan Roya Elektronik di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bantul tahun 2026? 

2. Bagaimana kelemahan- kelemahan implementasi pelayanan Hak Tanggungan 

Elektronik dan Roya Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul saat 

ini?  

3. Bagaimana strategi penguatan pelayanan Hak tanggungan Elektronik dan 

Roya Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis potensi ketidaksinkronan antara regulasi dasar dan regulasi 

teknis pelaksanaan mempengaruhi kepastian hukum dan konsistensi 

pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik dan Roya Elektronik. 

2. Mengetahui kelemahan- kelemahan implementasi pelayanan Hak 

Tanggungan Elektronik dan Roya Elektronik di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bantul saat ini. 
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3. Merumuskan strategi penguatan pelayanan Hak tanggungan dan Roya 

Elektronik berdasarkan potensi ketidaksinkronan regulasi dan 

kelemahan-kelemahan implementasi. 

 

2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pengetahun 

terhadap aspek kepatuhan hukum dan pencegahan praktik melawan 

hukum dalam layanan Hak Tanggungan Elektronik dan Roya Elektronik 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, serta membantu meraih gelar 

Sarjana Terapan. 

2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, hasil dari penelitian ini dapat 

menjadikan evaluasi kedepan untuk meningkatkan konsistensi 

implementasi layanan elektronik khususnya di Hak Tanggungan 

Elektronik dan Roya Elektronik serta memberikan rekomendasi untuk 

memperkuat integritas sistem dan menutup celah praktik melawan 

hukum lainnya. 

3. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan studi kasus nyata 

mengenai evaluasi pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN, 

khususnya dalam kaitanya dengan jaminan kepastian hukum dan 

pencegahan praktik melawan hukum. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi 

pelayanan Hak Tanggungan Elektronik dan Roya Elektronik di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bantul, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Ketidaksinkronan regulasi dalam pelaksanaan HT-el dan Roya-el tidak 

ditemukan dalam bentuk pertentangan norma secara langsung, melainkan 

berupa ketidaksinkronan implementatif antara regulasi dasar dan regulasi 

teknis pelaksanaan. Ketidaksinkronan tersebut terlihat pada tiga aspek utama, 

yaitu penyampaian dokumen, waktu penerbitan atau pencatatan layanan, dan 

pembagian tanggung jawab para pihak. Pada aspek penyampaian dokumen, 

terjadi perubahan dari dokumen fisik menjadi dokumen elektronik. Pada 

aspek waktu pelayanan, terdapat perbedaan dasar perhitungan antara 

kelengkapan berkas dan konfirmasi sistem. Sementara itu, pada aspek 

pembagian tanggung jawab, terjadi pergeseran peran antara Kantor 

Pertanahan, PPAT, kreditor, dan pemohon dalam sistem elektronik. 

Ketidaksinkronan tersebut berdampak terhadap kepastian hukum produk HT-

el dan Roya-el serta konsistensi pelaksanaan layanan di lapangan.  

2. Implementasi pelayanan HT-el dan Roya-el di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bantul pada dasarnya telah berjalan dan memberikan kemudahan serta 

percepatan dibandingkan pelayanan manual, tetapi masih menghadapi 

beberapa kelemahan teknis dan operasional. Pada aspek organisasi, 

kelemahan tidak terletak pada ketiadaan struktur kerja, melainkan pada 

tingginya beban kerja pelaksana dan belum optimalnya respons terhadap 

kendala tertentu. Pada aspek sumber daya manusia, petugas Kantor 

Pertanahan pada dasarnya telah memahami prosedur layanan, tetapi masih 

terdapat tekanan kerja akibat volume berkas dan kebutuhan adaptasi teknis 

dari pengguna layanan, terutama PPAT dan kreditor. Pada aspek peraturan, 

aturan dan persyaratan layanan sudah cukup jelas, tetapi penerapannya belum 

selalu seragam. Pada aspek teknologi informasi dan basis data, masih 

ditemukan kendala berupa sistem error, loading lama, kendala unggah 
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dokumen, SPS yang tidak muncul, serta data tekstual dan spasial yang belum 

sepenuhnya tervalidasi. Pada aspek proses bisnis, alur layanan sudah lebih 

efisien, tetapi masih terdapat hambatan dalam koordinasi antaraktor, koreksi 

berkas, variasi waktu penyelesaian, dan penutupan berkas. Dalam konteks 

Roya-el, prosesnya cenderung lebih sederhana dan cepat, tetapi tetap 

bergantung pada kesiapan kreditor, stabilitas sistem, ketepatan dokumen, dan 

kejelasan pembagian tanggung jawab.  

3. Strategi penguatan pelayanan HT-el dan Roya-el perlu dilakukan melalui dua 

arah, yaitu penguatan normatif dan penguatan pelaksanaan. Penguatan 

normatif diarahkan pada penyelarasan antara regulasi dasar dan regulasi 

teknis pelaksanaan, khususnya mengenai standar kelengkapan dan kebenaran 

dokumen elektronik, dasar waktu penerbitan atau pencatatan layanan, serta 

batas tanggung jawab para pihak. Sementara itu, penguatan pelaksanaan 

diarahkan pada perbaikan organisasi, peningkatan kapasitas SDM, 

penyamaan persepsi dalam penerapan aturan, penguatan teknologi informasi 

dan basis data, serta penyempurnaan proses bisnis. Strategi tersebut 

diperlukan agar pelayanan HT-el dan Roya-el dapat berjalan lebih konsisten, 

cepat, mudah, dan tetap menjamin kepastian hukum.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagi Kementerian ATR/BPN, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi teknis 

pelayanan HT-el dan Roya-el agar lebih operasional, terutama mengenai 

standar kelengkapan dokumen elektronik, mekanisme pemeriksaan sebelum 

penerbitan atau pencatatan hasil layanan, titik awal perhitungan waktu 

pelayanan, serta pembagian tanggung jawab antara Kantor Pertanahan, PPAT, 

kreditor, dan pemohon. Penyempurnaan ini penting agar tidak terjadi 

perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan layanan elektronik di lapangan.  

2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, perlu dilakukan penguatan 

manajemen pelayanan, khususnya dalam pengelolaan beban kerja pelaksana, 

percepatan respons terhadap pengaduan, dan penyamaan persepsi antar 

pelaksana atau korektor. Kantor Pertanahan juga perlu memperkuat 

monitoring terhadap layanan HT-el dan Roya-el agar koreksi berkas, 
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verifikasi dokumen, dan penerbitan hasil layanan dapat berjalan lebih 

konsisten sesuai ketentuan.  

3. Bagi pengelola sistem elektronik ATR/BPN, perlu dilakukan peningkatan 

stabilitas sistem, kapasitas unggah dokumen, keandalan penerbitan SPS, serta 

validasi data tekstual dan spasial. Perbaikan teknologi informasi dan basis 

data menjadi penting karena gangguan sistem, data yang belum tervalidasi, 

dan kendala unggah dokumen dapat menghambat kecepatan serta kemudahan 

pelayanan HT-el dan Roya-el.  

4. Bagi PPAT dan kreditor/bank, perlu meningkatkan ketelitian dalam 

mengunggah dokumen, memeriksa kesesuaian data, dan menindaklanjuti 

koreksi berkas. Dalam layanan HT-el, PPAT dan kreditor perlu memperkuat 

koordinasi agar proses pendaftaran tidak tertunda. Dalam layanan Roya-el, 

kreditor perlu memastikan dokumen dasar hapusnya Hak Tanggungan telah 

lengkap dan benar, karena kreditor memiliki peran penting dalam pengajuan, 

pemeriksaan hasil layanan, dan tindak lanjut pencatatan roya.  

5. Bagi masyarakat sebagai pengguna akhir layanan, perlu diberikan sosialisasi 

yang lebih sederhana dan mudah dipahami mengenai manfaat, alur, biaya, 

serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan HT-el dan Roya-el. 

Sosialisasi ini penting karena masyarakat masih membutuhkan pemahaman 

mengenai layanan pertanahan elektronik, terutama apabila ke depan akses 

layanan semakin terbuka secara langsung kepada masyarakat.  

6. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji implementasi HT-el 

dan Roya-el pada lebih banyak Kantor Pertanahan agar dapat dibandingkan 

antara satu daerah dengan daerah lain. Penelitian selanjutnya juga dapat 

memperdalam aspek keamanan data, efektivitas sistem pengaduan, serta 

perlindungan hukum bagi pengguna layanan apabila terjadi kesalahan data 

atau gangguan sistem dalam pelayanan pertanahan elektronik. 
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